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Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI
dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenal penerapan sistem koordinasi check and
balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang
dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinas
perseimbangan dan berimbang antara penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut Umum, baik secara peraturan
perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Permasalahan mengenal adanya sistem koordinasi yang
dimulai oleh penyidik pada saat dimulainya penyidikan terkait dengan pemberitahuan oleh penyidik dengan
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Peneliti. Seperti yang telah ditetapkan olehn KUHAP
bahwa penyidik wajib menyampaikan kepada jaksa sgjak dimulainya penyidikan agar Jaksa mengikuiti
perkembangan kasus sejak dimulainya penyidkan, yang mana menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut
Umum.

...... Thisthesis addresses two issues. First, regarding the rules and regulation concerning coordination
system between National Police Investigator and Public Prosecutor in accordance with Criminal Law
Procedure. Second, regarding the implementation of such coordination system in respect of check and
balance system against the victim of wrongful arrest. By using the method of literature research combined
with sources interviews, this thesis aims to determine the coordination system as check and balance system
between National Police Investigator and Public Prosecutor, both in rule and regulation and in practice. The
issue regarding coordination system must be addressed when Investigator starting the investigation in
relation with the notification to Prosecutor that the investigation is formally commencing. As stipulated in
Criminal Law Procedure (KUHAP) that Investigator obliged to convey the case progress to the Prosecutor
as from the investigation is commencing, considering such investigation result would be determine as the
basis of prosecution.
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